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Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan
ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian
perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri
serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun dalam perkembangan saat ini yang terjadi di
masyarakat, terdapat perjanjian perkawinan yang belum sempat didaftarkan namun perkawinan antara suami
istri tersebut telah putus karena cerai. Akibat hukum yang dapat timbul dari kelalaian tidak mendaftarkan
perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung tersebut akan berdampak pada kekuatan
mengikatnya perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa kasus, antara
lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 585
K/Pdt/2012.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sebab penelitian ini menekankan pada
penggunaan norma hukum secaratertulis, pengaturan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang
dihubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa
terkait kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian
bahwa perjanjian perkawinan tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal ini berdasarkan Pasal
1338 KUHPerdata, yaitu tetap mengikat bagi suami-istri yang telah sepakat membuatnya, sedangkan untuk
mengikat pihak ketigatidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pendaftaran perjanjian perkawinan
untuk memberitahu kepada masyarakat |uas adanya pemisahan harta suami dan istri dalam perkawinan.

On article 29 section 1 Law about Marriage, is mentioned if a marital agreement should be registered toward
Marriage Registry Employee. The obligation of registering marital agreement aims so it has binding power
for each following party those are husband and wife, aso the related third party. However, asthe
development goes by in society nowadays, there are agreements which have not been registered, but the
marriage between husband and wifeis over because of divorce. The legal implication which could exist from
the negligence of not registering marital agreement as long as the marriage itself, that is the implication
upon the binding power of created marital agreement. It could be found by several cases, such as Decision
of Supreme Court Number 598 PK Pdt 2016 and Decision of Supreme Court Number 585 K Pdt 2012.

The author used Juridist Normative as the research formation, because this research is emphasizing upon the
use of written norms, regulation and implementation of marital agreement which was connectedby the object
of research. Based on analysis of both decisions, it can be concuded that about its binding power of
unregistered marital agreement after divorce, that is marital agreement still applies for every party who
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createdthe agreement itself, aswriten in Article 1338 Indonesian Civil Code, that is still binding for husband
wife who did agree to create the agreement, whilst for third party doesn rsquo t apply the permanent binding
power, because the registration of marital agreement is aiming to announce upon society about the
separation of husband wife rsquo s property in amarriage.



